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1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat ll Dairi dengan mengubah Undang 

Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provmsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1964 Nomor 9) rnenjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2689); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan 

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dam Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 

Tahun 2020 tcntang Pengarusutamaan Gender; 

Menimbang 

BUPATI DAIRI. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DAIRI 

PROVINS] SU MATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI DAIRI 

NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI 

NOMOR 6 TAI IUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER 

SALIN AN 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tab un 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. U ndang-U ndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
ten tang Pedoman Um um Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan 
Penganggaran yang Responsif Gender untuk 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1346); 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Peru bahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Indikator Pemantauan dan Evaluasi 
Pembangunan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 990); 

11. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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Pasal 1 
Dal am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Dairi. 
2. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA1RI NOMOR 6 TAHUN 
2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER. 

MEMUTUSKAN: 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nornor 4 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 

4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 

197); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pengarusutarnaan Gender (Lembaran 
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 
209); 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG 

adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 

gender menjadi laki dan perempuan. 

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 

peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan 

yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial dan budaya masyarakat. 

7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara 

sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan 

khususnya berka.itan dengan tingkat akses, partisipasi, 

kontrol dan perolehan manfaat dalam proses 

pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan 

terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan 

tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. 

8. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS 
adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender 
yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada 
output kegiatan untuk menangani permasalahan 
kesenjangan gender. 

9. Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP 
adalah alat analisis gender yang dirancang untuk 
membantu para perencana kebijakan/program/ kegiatan 
pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender 
dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana 
kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang 
disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan 
kesenjangan gender. 

10. Tenn of Referrence yang selanjutnya disebut TOR atau 
Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
KAK ialah dokumen yang berisi penjelasan/keterangan 
mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan 
perkiraan biayanya. 
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Pasal 3 
Langkah Penyusunan GBS terdiri dari : 
a. menyusun GAP; 
b. menyusun GBS; dan 
c. menyusun TOR/KAK. 

Bagian Kesatu 
Ketentuan U mum 

BAB III 
PENYUSUNAN GBS 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. penyusunan GBS; 
b. penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah yang 

responsif gender; dan 
c. pemantauan dan evaluasi. 

BAB 11 

RUANO LINGKUP 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
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Pasal 4 

(1) Penyusunan GAP dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. memilib program, kegiatan dan tujuan; 
b. menyajikan data pembuka wawasan; 
c. menzenali faktor kesenianzan gender; 
d. menemukenali sebab keseniangan internal; 
e. rnenemukenali sebab keseniangan ekstemal; 
f. reformulasi tuiuan; 
g. rencana aksi; 
h. data dasar; dan 
i. indikator gender. 

(2) Memilih program, kegiatan dan tujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memilih program, 
kegiatan dan tuiuan yang akan dianalisis. 

(3) Menyajikan data pembuka wawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu membuka wawasan 
data terpilah menurut ienis kelamin berupa data statistik 
yang kuantitatif atau vang kualitatif. 

( 4) Mengenali faktor keseniangan gender sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menernukenali isu 
gender untuk mengetahui ada tidaknya faktor kesenianzan 
dengan memperhatikan empat faktor kesenianzan (akses, 
partisipasi, kontrol, dan manfaat). 

(5) Menemukenali sebab keseniangan internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat {l) huruf d yaitu temukenali isu 
gender di internal lembaga yang menvebabkan teriadinva 
isu gender. 

(6) Menemukenali sebab kesenianzan ekstemal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu temukenali isu 
gender di ekstemal lembaga yang menvebabkan teriadinva 
isu gender. 

(7) Reformulasi tuiuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) 
huruf f yaitu merumuskan kembali tuiuan prograra/kegiatan 

supava responsif gender. 

Bagian Kedua 

Penyusunan GAP 
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PasaJ 5 

(1) Penyusunan GBS dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

a. program, kegiatan dan tujuan; 

b. analisa situasi; 

c. rencana aksi; 

d. alokasi anggaran; dan 

e. dampak/hasil kegiatan (outcome). 

(2) Program, kegiatan dan tujuan sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) huruf a yaitu program, kegiatan dan tujuan 

yang telah dianalisis. 

(3) Analisa situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b berisikan konclisi yang terjadi yang berkenaan dengan 

data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan sebab 

kesenjangan internal dan eksternal. 

(4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

yaitu bagian/tahapan pencapaian suatu output kegiatan 

yang dihasilkan dan diharapkan dapat menangani 

/mengurangi permasalahan dan kesenjangan gender. 

Bagian Ketiga 

Penyusunan GBS 

(8) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

yaitu menetapkan rencana aksi sehingga meniadi responsif 
gender. 

(9) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h 

yaitu menetapkan data dasar yang clipilih untuk menzukur 
kemaiuan diambil dari data pembuka wawasan yang terkait 

denzan tuiuan keziatan dan ouput keziatan, 
(10) lndikator gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i yaitu menetapkan inclikator gender sebagai 

pengukuran basil melalui ukuran kuantitatif maupun 

kualitatif. 
(11) Format penyusunan GAP sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 

(1) Penyusunan TOR/KAK dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. program, kegiatan dan tujuan; 
b. latar belakang; 
c. penerima manfaat sasaran kegiatan; 
d. strategi pencapaian keluaran; 
e. wa.ktu pencapaian keluaran/pencapaian output 

kegiatan; dan 
f. biaya. 

(2) Program, kegiatan dan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a yaitu nama program /kegiatan yang 
diusulkan untuk dianzgarkan disertai denzan tuiuan 
program/ kegiatan. 

(3) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b yaitu berisi tentang uraian dasar hukum yang menjadi 
dasar keberadaan kegiatan serta uraian gambaran umum 
yang menjelaskan secara singkat mengapa suatu a.ktivitas 
dila.ksanakan dan alasan-alasan mengapa kegiatan perlu 
dila.ksanakan. 

(4) Penerima manfaat sasaran kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu siapa yang menjadi 
penerima manfaat. 

Bagian Keempat 
Penyusunan TOR/KAK 

(5) Alokasi anggaran sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 

huruf d yaitu jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 

mencapai suatu output kegiatan. 

(6) Dampa.k/hasil output kegiatan sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (1) huruf e yaitu segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan 
kegiatan dalam satu program yang dihasilkan dan 
dikaitkan dengan isu gender. 

(7) Format penyusunan GBS sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupa.kan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(1) Pemantauan pada ta.hap perencanaan dilakukan pada 
tahap penyusunan GAP dan GBS dan penyusunan RKA 
dan DPA. 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

Pasal 8 

BAB IV 
PEMANTAUAN, EV ALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 7 

(1) Program dalam penyusunan RKA dan DPA Perangkat 
Daerah mengakomodir hasil analisis GBS. 

(2) Pengajuan RKA dan DPA Perangkat Daerah harus 

melampirkan Dokumen GAP dan GBS. 

BAB III 
PENYUSUNAN RKA DAN DPA PERANGKAT DAERAH 

YANG RESPONSIF GENDER 

(5) Strategi pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d yaitu menjelaskan tentang: 
a. metode pelaksanaan; 
b. tahapan dan waktu pelaksanaan tahapan. 

(6) Waktu pencapaian keluaran/pencapaian output kegiatan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu 
menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian 
output kegiatan yang direncanakan. 

(7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu 
total anggaran kegiatan sebesar nilai nominal tertentu 
yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja. 

(8) Format TOR/ KAK sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) 

tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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urusan pemerintahan bidang pengawasan. 
(3) Format pemantauan tahap pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

dilaksanakan dengan mengkaji 
program dan kegiatan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani 

pertanggungjawaban 
laporan pelaksanaan 

Pasal 10 
tahap (1) Pemantauan pada 

(1) Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan pada 
pelaksanaan proses dan hasil yang dicapai dari setiap 
program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA 

dan DPA. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 
(3) Format pemantauan tahap pelaksanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

Pasal 9 

perencanaan. 
(3) Format pemantauan tahap perencanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

bidang pemerintahan urusan menyelenggaraan 

pada ayat ( 1) 
daerah yang 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan oleh perangkat 
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Pasal 12 

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

menjadi bahan dan masukan dalam penyusunan program 

dan kegiatan tahun anggaran berikutnya. 

(2) Set:iap PD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan 

PUG kepada PD yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perencanaan dengan tembusan pada 

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan. 

(3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perencanaan bersama dengan PD yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak menyiapkan laporan untuk 

disampaikan kepada Bupat:i sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan PUG di kabupaten secara berkala setiap 

6 (enam) bulan. 

Bagian Ketiga 

Pela po ran 

Pasal 11 

( 1) Evaluasi penyusunan perencanaan dan penganggaran 

responsif gender berdasarkan indikator yang ditetapkan. 

(2) Penilaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. 

(3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perencanaan dan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

(4) Format evaluasi penyusunan perencanaan dan 

penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat:i ini. 

Bagian Kedua 

Evaluasi 
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JON HENRY PANJAlTAN, SH, MH 
NIP. 19731208 200502 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 9 

LEONARDUS SIHOTANG 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, 

Diundangkan di Sidikalang 

pada tanggal 10 Mei 2021 

EDDY KELENG ATE BERUTU 

ttd 

Ditetapkan di Sidikalang 

pada tanggal 10 Mei 2021 
BUPATI DAIR[, 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Dain. 

memerintahkan orang mengetahuinya. Agar setiap 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BABY 

KETENTUAN PENUTUP 
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Langkah I Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 l..angkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 1..angkah 9 
8 

1 2 3 I 4 s 6 7 8 9 
Pilih Data Pembuka Faktor Sebab Sebab Reformulasi Rencana Data lnclikator 

Program, wawasan Kesenjangan Kesenjangan Keeenjangan TUJUan Aksr Da.sar Gender 

kegiatan Internal Ekstemal 

I dan 

I ~ tujuan 

SaJikan data menemukenali temukenali temukenali Rumuskan Tetap Tetap Tetapkan 
Memilih 

pembuka isu gender isu gender ch ISU gender di kembah kan kan mdikator 
dan 

untuk internal eksternal wawasan yang tujuan rencana data gender 
membuac 

terpilih mengetahui ada lembaga yang lembaga yang kebijakan/ aks1yang dasar 
program, 

rnenurut jerus ndaknya fakror menvebabkan mensvebabka program/ responsif 
kegiatan, 

kelamin: keeenrangan terradinva isu n renadinva kegiatan gender 
dan 

• Kuantitatif dengan isu gender sehingga gender. 
rujuan 

• Kuahtanf memperhankan misalnva rrusalnya menjadi 
vangakan 

rrusalnva empat faktor I terkait dengan apakah responaif 
dianahsrs. 

hasil survei, kesenjangan produk budaya gender 

review (akses, hukum, patnaklu. 
pustaka, parnsrpasi. kebijakan. gender 
hasil kajian, kontrol, dan pemahaman stereot ',Ip(!. 

hasil manfaau. gender vang 

pengamatan. masih kurang 

atau hasil diantara 

mtervensi pengambLI 
program kepurusan 
/kegi.atan dalam 
yang scciang internal 

dilakukan. lembaga. 

I. FORMAT PENYUSUNAN GENDER ANALISYS PATHWA Y(GAP) 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

TENTANG 2020 TAHUN 

9 TAHUN 2021 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN DAIR! NOMOR 6 

NO MOR 
TENTANG 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI 
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Program : d11s1 nama program 

Ke~:1at:in : d1101 narna kegtaran 

TU Juan : apakah yang menjadi tujuan program (Kolom 6 OBS) 

Latar Bd11kang : 

I, Dnsar Hukurn : dasnr nu:n.n terkau dcngan pre zr .rr "k- .. l 

2. Gambaran Umum : mcnjclaskan seca.ra singkat alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan 

Penerirna manCant sasaran : siapa yang mcnjadi pencnma manfaat. 

kegiaran 

Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Metode Pelaksanaan : rnetode pelaksanaan dan cara pelaksanaan, rrusalnya. apakah berupa 

2. Tahapan clan waktu konLraktuaJ atau swakcklola 

Pelaksanaan tahapan : tahapan dan wakt:u pelaksanaan tahapan atau komponen masukan yane 

dtgunakan dalam peneaparan keluaran dturaikan secara jelaa, rrusalnya 
jadwal, waktu pelaksanaan dan ketcrangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan. 

Waktu pencapaian : mcncrangkan waktu yang diburuhkan untuk pencapaian output kegiatan yang 

keluarunr pencaparan output dtrcncanakan 

kegiatan 

Baa ya : total anggaran kegiatan sebesar rulai nommal tertentu yang dirinci dalam 
Rencana Anggaran Belanja 

lll. FORMAT PENYUSUNAN TERM OF REFERRENCE (fOR}/KERANGKA 
ACUAN KEGIATAN (KAK} 

NO ASPEK I URAIAN 

1 Program: Na.ma Program (Format GAP kolom 1) 

Kegiatan: Na.ma Kegiatan ( Format GAP kolom 1) 

Tujuan: Tujuan Kegiatao (Format GAP kolom 1) 

2 Analisa situasi Berisikan kondisi yang terjadi yang berkenaan dengan data pembuka 

wawasan, faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan 

ekstemal. Hasil ana.lJsis siruasi irii bensikan gambaran kesenjangan akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. (Format 

GAP kolom 2,3.4 dan 5) 

3 Rencana Aksi Re form ulasi Merumuskan kembali tuiuan progr run I kegiatan sucava 

Tujuan responsif ~ender. (Format GAP kolom 6) 

1 I Uraian Penyelesruan lndikator Gender (Format GAP kolom 7) 

2 I Idem 

Ost I 
Output Barang a tau jasa yang clihasil.kan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan unruk mendukung pencapaian sasaran dan cujuan 

program dan kebijakan. 

4 Alokasi Anggaran I Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu 
ou rpu t kegiatan output kegiatan, 

5 Dampak/ hasil Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan (outcome) kegiatan-kegiatan dalam suatu program yang clihasilkan dan 

I dikaitkan dengan isu gender (Format GAP kolom 9). 

II. FORMAT PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) 
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l,;okuu l 1 .. 1 t1 ... 119JU1 uull <11)vU:>l."1,J 
.lwluw l 1,1 tlrJlg.tn tlilllla progruw/ J.rgillllill \ ung ~Stu>I Rcll5t.nt/ R~utu SKI ·o 
Kokuu I 8ulluWwn tmtda l•l .lllCa anda DlClljawnlJ "'YA" (ul.lai.ma JJ 
Kotow 5 Ciubultlwu Tande !•l jlkn antlo uu·ujuwal> 1'll>l\h~ t11ilnJ.rna O) 
Kolom 6. lsi dengan l8rtl!Wlport Anda jilco belum rnemberi jnwnbnn "YA" .unu "'111)1\K" 

Program/ Jawaban 
Unit Orgarusass Penanyaan Ket kcgiatan Ya Tidak 

1 2 3 4 5 6 
l. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan 

sudah sesuaidengan ma.sukan 
RKA/DPA SKPD? 

2. Apakah pelaksanaan prog;:am/ kegiatan 
sudah sesuai dengan target keluaran 
dalam RKA? 

3. Apakah pclaksanaan program/ kegratan 
sudah seauai dengan target hasrl dalam 
RKA/DPA? 

4 Apakah proses pelaksanaan 
program/kegiatan mengalami 
hambatan? 

5. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan 
sudah sesuar dengan alokasi anggaran 
dalam RKA/DPA? 

6. Apakah pelaksanaan program/ kegiatan 
mehbatkan lakr-laki dan perempuan? 

7 Apakah pelaksanaan program/ kegiatan 
memben basil dan manfaat pada laki- 
lakJ. dan perempuan? 

V. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PELAKSANAAN 

Kolom 1. ls1 clc11111111 unn o,wuusasi 
Kolom .2 ISi tlClll!iUI llllWO progrom/ktRllllllll \illl& ,.. •• WI Neu~m1/l<ru111 Sl\l'l) 
l\olom 1, ll11lluhluut WJido t•l Jlka nndu me111,1v. ah "YA" 1111trumn IJ 
Kolom 5. ll11t1111tkan To11,ta (,)Jikn 011<10 lll<'llfllv.nll 1'1f>Af.:" (11114111\a OJ 
Kolon1 <,. 1,1 tlc:11111111 lilll1U,11,on Andu Jlka hrlum 1u"111h.-r1 Ju" al rm "YA· a1011 41DAK" 

Program/ Jawaban 
Unit Orgarusasi kegiatan Pertanyaan Ya Tidak Ket 

1 2 3 4 5 6 

1. Apakah penyusun program/ kegiatan 
menazunakan data terpilah? 

2. Apakah penyusunan program/ kegiatan 
me=irunakan analisis 2ender? 

3. Apakah haail OAPd.ij11d1kan acuan dalam 
penyusunan OBS? 

4. Apakah dokumen OBSdijad1kan dasar unruk 
menyusunTOR/KAK? 

5. Apakah rsu gender dipertimbangkan 
dalam penyusunan TOR/ KAK? 

6. Apakah kegiatan/ subkegietan dalam 
RKA/OPA rnenjawab isu kesenjangsn 
Render? 

7. Apakah jurnlah input anggaran dan input 
lamya yang ada pada TOR dan RKA/DPA 
rasional? 

8. Apakah rujuan kegieran dalam TOR/KAK 
berhubungan dengan hasil pads RKA/DPA? 

9. Apaksh keluaran dan haail dirurnuskan 
secara jetas den terukur? 

I 0. Apaksh keluaran dan has1l daJem RKA secara 
jetas akan memben manfaat pads laki-laki dan 
perempuan? 

IV. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PERENCANAAN 
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Komponen Total score Total score Total score yang 

evaluasi yang ideaJ yang dicapai dicapai dibagi total 
score ideal dikali 
100 % 

1 2 3 4 
l .Perencanaan 10 
2. Pelaksanaan 7 
3.Pertanrurnn,gjawaban 6 

Total 23 

DAN PERENCANAAN VII. FORMAT EVALUASJ PENYUSUNAN 
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

l\n1om I. l~I d~111Q111 11no1 urgnnl,;o~1 
l\uk1111 J. 1~1 ck11KJ111 01111111p111g111m/kq111cm1111111g ,011111 l{,•111<1111/1{1·11J11 Sl\l'll 
l,o1mn 1 ll111111hk11111nn•IA MJlkn n11rl11 nu-11Jnw11h-VA• j11llnh1111 I) 
l\o1om ., ll11h11hka11 '1'11111111 1,) jlk1111culu 111r11J11w,1h "I'll >Ai-• 111l~11m,1 OJ 
lfolum f>. l~l 1h'11w11111111K8J1111in ArnlnJlku brh1111 r111•111hrn iownh111 "YA" 1111111 •r11>AI\" 

Program I Jawaban 
Unit Organisasi Pertanyaan Kee 

kegiatan Ya Tidak 

1 2 3 4 5 6 

l. Apakah hasil program/kegiatan 
sud ah sesuai dengan tujuan dalarn 
DPA? 

2. Apakah hasil programykegiatan 
sudah sesuai dengan target 
keluaran dalam DPA? 

3. Apakah ada manfaat program/ 
kcgiatan bagi laki-laki dan 
pcremouan? 

4. Apakah laporan program dan 
kegiatan jelas clan teru ku r ? 

5. Apakah hasil dan manfaat 
program/ kegiat an telah m engu rangi 
kesenjangan gender? 

6. Apakah jumlah anggaran 
memberikan manfaat dalam 
menzatasi keseruanzan zender? 

Vl. FORMAT PEMANTAUAN TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN 
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JON HENRY PANJAITAN, SH, MH 
NIP. 19731208 200502 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUl<UM, 

EDDY KELENG ATE BERUTU 

ttd 

BUPATI DArRI, 

l\olom J. lffl tkll!Jilll jllllllllh l•"IIIUIIU.111 
h:ohnna IKltlr1111111111ku11,1111:1lk,1~•dtl,11lh,1,11r..111111llr I, J,clm1 I 
t-:nl<>m I l~1 l1r11i;,1111t1lul 11k,11 '""II ell cpol cllh1t1i dr111;1111 tul,ll J• 1 lu11111,1111llk 111 1[111 

< 60 

Responsif gender 
Kurang responsif 

_gender 
Belum responsif 

ender 

Kriteria 
Pcnilaian 

80 - 100 
60-79 

Skala 

Untuk menentukan apakah program dan kegiatan telah responsif gender dan 
digunakan kriteria berikut : 


